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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan
rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Biro Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat terselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban
atas pelaksanaan program, kegiatan dan pencapaian kinerja yang diamanatkan
kepada Biro Umum.Laporan Kinerja disusun sesuai berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahdan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan
Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja sebagai salah satu penilai kinerja dalam
rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna,
berhasil guna, bersih,bertanggung jawabdan upaya transparansi penyelenggaraan
pemerintahan daerah.Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance). Laporan Kinerja Biro Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022
diharapkanmemberikan data dan informasi tentang pencapaian kinerja Tahun
2022 yang bermanfaaat untuk evaluasi sebagai tindakan korektif pada tahun
berikutnya.Meskipun demikian, disadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih
memiliki kekurangan dan kelemahan.Oleh sebab itu kritk dan saran sangat
diharapkan untuk penyempurnaan di masa akan datang.

Akhirnya semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi segala
upaya dan pengabdian kita menujuterwujudnyaSulawesi Tengah yang mandiri,
maju dan berdaya saing.Amin.

Palu, 2023
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BABI
PENDAHULUAN

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) merupakan
prasyarat bagi setiap pemerintahan dalam rangka mewujudkan aspirasi
masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk mencapai tujuan
dan cita-cita tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan terpercaya. Dengan demikian
penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah dapat berlangsung secara
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertangggung jawab serta bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme.Oleh karena itu setiap penyelenggaraan
pemerintahan melaporkan pelaksanaan tugas kewenangannya.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah; bahwa setiap OPD sebagai entitas pelaporan dan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD maka diwajibkan untuk menyusun
laporan keuangandan laporan kinerja.

Laporan kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing
kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana
ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.Laporan Kinerja merupakan
pertanggungjawaban kepala OPD selaku pengguna anggaran kepada kepala
daerah dan disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun
anggaran berakhir. Laporan Kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas
Pelaporan danatau Entitas Akuntansi. Sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah dikembangkan secara terintegrasi dengan Sistem Perencanaan,
Sistem Penganggaran, Sistem Perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi
Pemerintahan.

Pertanggungjawaban dimaksud disampaikankepadaatasan masing-
masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilaian kinerja yang
berkewenangan, melalui system akuntabilitas dan media pertanggungjawaban
yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga. Dilatar belakangi oleh
hal tersebut, maka disusun Laporan Kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah
Provinsi Tahun 2022.
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1.4. Cascading Kinerja

MISI2: MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI, SUPERMASI HUKUM DAN PENEGAKKAN NILAI-NILAI KEMAMUSIAAN DAN HAM

Tujuan RPJMD : Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Good Governance and Clean Government)

Indikator Tujuan: Indeks Reformasi Birokrasi
|

Sasaran RPJMD : TerwujudnyaTata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, Dan Transparan)
Indikator Sasaran : Status LPPD

Tujuan RENSTRA : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, Dan Transparan)

Indikator Tujuan Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Sek

Iindikator Sasaran Indeks Reformasi Indikator Sasaran persentase Indikator Sasaran Persentase layanan administrasi keuangan
Birokrasi pencapaian dan Aset Setda
Indeks kepuasan standarisasi sarana persentase layanan administrasi dan | Indikator Sasaran Persentass pelaksanaan egiaan

masyarakat (IKM) prasatana aparatur keyumamanggaanpimpinan kainasan  dan  kerumantanggaan
Cubsrmwr, Waai  Gubernur  dan

Nilai Sakip pemda Persentase laporan Keuangan dan Aset St b
sekretariat daerah

RENSTRA

Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Indikator Program : Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Baik
Target : 100%

Laponan Rinenja Biro Umum Setdaprov. Sulawesi Tengak Tabun 022



Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan : Prosentase ketersediaan dan ketepatan waktu perencanaan dan pelaporan capaian kinerja perangkat daerah

Target: 100%

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen RKA, DPA, DPPA, LAKIN, RENJA, RKT, SKM dan dokumen evaluasi SAKIP lainnya pada Biro Umum

Sub Kegiatan
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah penyediaan gaji
dan tunjangan ASN
Setda Prov. Sulteng

Target : 1 Tahun

Target: 8 Dokumen

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan : Prosentase penyediaan jasa administrasi, pelayanan umum dan pelaporan keuangan perangkat daerah
Target: 100%

Sub Kegiatan Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan

Sub Kegiatan Pelaksanaan
Penatausahaandan
PengujianiVerifikasi

KeuanganSKPD
Indikator Sub Kegiatan :
Jumliah laporan
pelaksanaan penatausahan
dan pengujianverifikasi
Keuangan Sekretariat
Daerah
Target:2 Laporan

Sub Kegiatan Penyediaan
Administrasi Pelaksanaan
Tugas ASN
Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah jasa ASN
pendukung pelaksanaan
kegiatan, Jumiah jasa
tenaga kontrak sebagai
supporting staff
pelaksanaantugas ASN
Target: 1 Tahun, 154 Orang

Sub Kegiatan Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Indikator Sub Kegiatan :
Jumiah laporan keuangan
akhir tahun Biro Umum dan
Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah
Target : 2 Laporan

Sub Kegiatan
Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi
SKPD
Indikator Sub Kegiatan
: Jumlah koordinasi
dan laporan akuntansi
Sekretariat Daerah
Target : 1 Laporan

Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD
Indikator Sub Kegiatan :
Jumiah laporan keuangan
bulanan/semesteran Biro
Umum dan Setdaprov.
Sulteng
Target : 14 Laporan

Laporan Zinerja oo Umum Setdapros. Sulawes: Tengak Takun 2022

Sub Kegiatan Penyusunan
Pelaporandan Analisis
Prognosis Realisasi
Anggaran
Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah laporan dan
analisis prognosis
realisasianggaran
Sekretariat Daerah
Target: 2 Laporan




Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah
Indikator Kegiatan : Prosentase penyediaan asuransi BMD, administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
Target : 100%
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah polis asuransi
aset milik daerah lingkup Setdaprov. Sulteng

Sub Kegiatan Rekonsiliasidan Penyusunan
Laporan BarangMilik DaerahPada SKPD
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kegiatan

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah
pada SKPD
Indikator Sub Kegiatan : Jumiah laporan

Sub Kegiatan Penataus:

aan Barang Milik Daerah

pada SKPD

indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan
rekonsiliasidan laporan BMD SKPD penatausahaan barang milik daerah perangkat daerah
Target : 1 Polis

Target:2 Laporan Target : 1 Laporan

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan : Persentase penyediaan jasa administrasi kepegawaian perangkat daerah
Target: 100%

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek
Target : 100 Orang

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan : Prosentase penyediaan jasa administrasi dan sarana prasarana layanan umum
Target: 100%

1 3 Sub Kegiatar fiaar Sub Kegiatan Fasil
Peralatan Ri goa Darang { b ¥ I
Kantor Indikator Sub Kegiatan : P n Indikator Sub Kegiatan : C
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah peralatan rumah Indikator Sub Kegiatan : Jumiah penyediaan makanan Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah alat tulis kantor, alat tangga untuk kebutuhan Jumiah bahan cetakan untuk
Jumlah komponen instalasi kebergihan, peralatan dan

dan minuman untuk tamu Jumiah rapat koordinasi dan
pimpinan dan Sekretariat kebutuhan kegiatan Biro pemda dan kegiatan konsultasi yang terfasilitasi
listrik dan penerangan periengkapan kebutuhan Biro Daerah Provinsi Sulawesi Umum Setdaprov.Sulteng Sekretariat Daerah Provinsi Target : 2 Kegiatan
bangunan kebutuhan gedung Umum Tengah Target : 1 Paket Sulawesi Tengah
kantor dan rumah jabatan Target : 3 Paket Target : 3 Jenis Target : 2 Kegiatan
Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah
Target : 1 Paket

Laponan Kinerja. Bono Umum Setdapnos. Selawes: Tengah Takun 2022

penatausahaan barang milik daerah perangkat daerah
Target : 1 Laporan

Arsip Dinamis
Indikator Sub Kegiatan :
Jumiah pelaksanaan
penatausahaan arsip dinamis
pada perangkat daerah
Target : 1 Tahun




Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Kegiatan : Prosentase penyediaan sarana (kendaraan, mebel dan mesin lainnya) aparatur
Target: 100%

Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
_ Lapangan _ Indikator Sub Kegiatan : Jumlah penyediaan mebeuler Indikator Sub Kegiatan : Jumlah penyediaan peralatan dan
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pengadaan kendaraan dinas kebutuhan kantor dan rumah jabatan mesin lainnya kebutuhan kantor dan rumah jabatan

operasional danla!:mgnn Target : 3 Jenis Target : 41 Unit
Target: 4 Unit

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kegiatan : Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
Target: 100%

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
Menyurat Komunikasi,Sumber Daya Air Dan Listrik dan Perlengkapan Kantor Pelayanan Umum Kantor

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah indikator Sub Kegiatan : Jumiah penyediaan Indikator Sub Kegiatan : Jumlah jasa Indikator Sub Kegiatan : Jumlah jasa
prosentase distribusi surat di Lingkungan jasa layanan komunikasi, tv kabel, internet, peralatan dan perlengkapan kebutuhan layanan administrasi umum kantor

Sekretariat Daerah Prov. Sulteng surat kabar, air bersih dan listrik untuk kegiatan kantor Target : 3 Kegiatan

Target : 100% kebutuhan kantor dan rumah jabatan Target : 1 Tahun
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Target : 1 Tahun

Laporan Rinenja Bevo Umum Setdaprov. Sulamesi Tengak Tabun Z0EE




Sub Kegiatan Penyediaan
JasaPemeliharaan, Biaya
pemeliharaan danPajak
KendaraanPerorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah perpanjangan
STNK, BBM, Pajak dan
pemeliharaan kendaraan
dinas jabatan
Target: 87 Unit

Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan : Prosentase penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah

Sub Kegiatan Penyediaan
JasaPemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan Pajak dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah perpanjangan
STNK, pajak, BBM dan
pemeliharaan kendaraan
operasional lapangan
Target: 12 Unit

Target: 100%

Sub Kegiatan
Pemeliharaan Mebel
Indikator Sub Kegiatan
Jumlah pemeliharaan
mebeuler kebutuhan
kantor dan rumah
jabatan (meja,kursi,
lemari, bufet, tempat
penyimianan
lainnya,barang
dekorasi)
Target : 27 Unit

Sub Kegiatan
Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya
Indikator Sub Kegiatan
: Jumlah pemeliharaan
peralatan dan mesin
lainnya
Target : 14 Jenis

Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilit
asi Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya
Indikator Sub Kegiatan
: Jumlah pemeliharaan
dan rehabilitasi gedung
kantor dan bangunan

lainnya
Target : 8 Paket

Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitas
i Saranadan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Indikator Sub Kegiatan :
Jumiah pemeliharaan
rehab saranadan
prasaranagedungkantor
dan bangunanlainnya
Target: 3 Paket

Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor dan Bangunan
Lainnya
Indikator Sub Kegiatan :
Jumiah
pemeliharaan/rehabilitasi
sarana dan prasarana
pendukung gedung kantor
atau bangunan lainnya
Target : 5 Paket

Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Indikator Kegiatan : Prosentase penyediaan fasilitas dan jasa layanan kerumahtanggaan KDH, WKDH dan TUP
Target: 100%

Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala
Daerah
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah penyediaan layanan
Kedinasan dan Urusan Rumah Tangga Gubernur
Target : 1 Tahun

Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil
Kepala Daerah
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah penyediaan layanan
Kedinasan dan Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur
Target : 1 Tahun

Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga
Sekretariat Daerah
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah penyediaan layanan
Kedinasan dan Urusan Rumah Tangga Sekretaris Daerah, Staf
Ahli dan Asisten
Target : 1 Tahun

Laporan Rinenja Bine Umum Setdapros. Sutawesi Tengah Tahun E02E



1.2. Gambaran Organisasi Biro Umum
a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk
berdasarkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah. Biro Umum melaksanakan
tugas dan fungsi yang diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah
Nomor 27Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata KerjaSekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, maka kedudukan, tugas dan
fungsi Biro Umum adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Biro Umum dipimpin oleh Kepala Biro Umum yang berada di bawah

Asisten Administrasi Umum.
2. Tugas

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai
tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan
kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang rumah tangga,
administrasi keuangan dan aset, tata usaha.

3. Fungsi

Pada penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Umum
mempunyai fungsi:

a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional rumahtangga,
administrasi keuangan dan aset, tatau saha;

b) Pengkoordinasian perumusan kebijakan operasional dibidang rumahtangga,
administrasi keuangan dan aset, tatausaha;

c) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rumahtangga, administrasi
keuangan dan aset, tata usaha;

d) Penyiapan pelaksanaan supervise pemantauan dan evaluasi di bidang
rumahtangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha; dan

e) Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang
berkaitan dengan tugasnya.

b. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Umum Sekretariat

Daerah Propinsi Sulawesi Tengah telah disusun strukturorganisasi sebagai berikut:

Laporan Kinerja Bino Umum Setdapron. Sulawesi Tengak Tatun 2028




Kepala Biro Umum;
2. Bagian Tata Usaha, terdiridari:
a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli.
b. Sub Bagian PengelolaanKendaraan.
c. Sub Bagian Persuratan Dan Arsip.
3. Bagian RumahTangga, terdiridari:
a. Sub Bagian Urusan RumahTanggaGubernur.
b.  Sub Bagian Urusan RumahTangga Wakil Gubernur.
c. Sub BagianUrusam Dalam.
4. Bagian Keuangan dan Aset, terdiridari:
a. Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah.
b.  Sub Bagian Akuntansi dan PenatausahaanAset.
c. Sub Bagian Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset
Sekretariat Daerah.

c. Gambaran Aspek Strategis (Strategic Issues)

Biro Umum sebagai salah satu unit yang berkedudukan dibawah Asisten
Administrasi Umum, berperan dalam rangka peningkatan kepuasan dan
kualitasatas pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah. Peningkatan kepuasan dan kualitas tersebut
diwujudkan melaluip elaksanaant ugas dan fungsinya.

Namun, disadari bahwa peningkatan kepuasan dan kualitas penggunasn
layanan sulit untuk diwujudkan tanpa dukungan kebijakan dan system yang baik.
Untuk itu, Biro Umum mulai tahun 2016 telah melakukan peningkatan atas
pelayanan teknis dana administrasi secarabertahap dan berkelanjutan. Perwuju
dan peningkatan kepuasandan kualitas yang telahdilakukan, antara lain:

a) Telah melaksanakan proses pengadaaan barang dan jasa sesuai

PeraturanPresiden Nomor 12Tahun2021 tentang Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah. Pada Tahun 2022, untuk Sekretariat Daerah Provinsi

Sulawesi Tengah telah menunjuk2 (dua) orang pejabat pengadaaan.

Proses-proses pengadaan telah melalui aplikasionline yang di kelola pada

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi

Tengah.

b) Untuk barang/aset yang tidak digunakanoleh Sekretariat Daerah Provinsi
telah diserahkan kepada Pengelola Barang Daerah.

c) Melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala
setiap tahun sejak Tahun 2017, dan pengukuran Indeks Kepuasan

Masyarakat responsive gender sejakTahun 2018. Survey layanan

Laponan Rinerja Bino Umum Setdapros. Saulawesi Tengate Tatiun Z022



kepuasan menggunakan google form melalui alamat
https://bit.ly/sisukabiroumum sejakTahun 2020.

d) Melakukan pembayaran non tunai untuk semua jenis pembayaran dan
semua jenis belanja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah sejak Tahun 2019.

e) Meningkatkan sarana dan prasarana lingkup Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah secara bertahap. Membentuk satuan tugas sapras untuk
respon cepatk eluhan sarana prasarana sejakTahun 2020.
Mempertahankan dan berupaya meningkatkan kualitas penanganan
keluhan pemeliharaan sarana prasarana kerja, melaluipenggunaan media
telekomunikasi.

f)  Menetapkan standar pelayanan sejak tahun 2019.

g) Melakukan tertib administrasi dan penataan arsip dokumen keuangan
menggunakan arsip elektronik sejak tahun 2020.

Penjabaran aspek-aspek strategis organisasi dimaksudkan untuk
memberikan gambaran singkat dan latar belakang keberadaan Biro Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun aspek strategis yang
berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Biro Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022, secara garis besar
dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Aspek internal

Aspek internal Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
yang dapat diidentifikasikan sebagai kekuatan antara lain ketersediaan SDM yang
berkualitas.Hal ini dapat diketahui dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
dimiliki.

Pada Bulan DesemberTahun 2022, Biro Umum didukung oleh ASN
berjumlah146 orang dan pegawai kontrak berjumlah 145orang. Jumlahpegawai
yang besar ini merupakan kekuatan bagi organisasi.Keberadaan pegawai kontrak
sebagai supporting staff yang bersifat pendukung pelaksanaan tugas pada Biro
Umum. Dukungan ASN sebagai kekuatan sumber daya memiliki rincian sebagai

berikut:
Tabel 1 Data ASN Biro Umum Tahun 2022 Berdasarkan tingkat pendidikan formal

NO Tingkat Pendidikan Jumlah
1. | Postgraduate/ S3 10rang
1. | Pasca Sarjana/ S2 16 Orang
2. | Sarjana/ $1 62 Orang
3. | Sarjana Muda/ D IV 0Orang
4. | Sarjana Muda/ D llI 1 Orang
5. | Sarjana Muda/D | 0 Orang
6. | SLTA 61 Orang
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7. |SLTP 1 Orang
8. |SD 4 Orang
Jumlah 146 Orang

Tabel 2 Data ASN Biro Umum Tahun 2022 berdasarkan Golongan

NO Tingkat Golongan Jumlah
1. | Golongan IV 8 Orang
2. | Golongan Il 86 Orang
3. | Golongan Il 47 Orang
4. | Golongan | 5 Orang

Jumlah 146 Orang

Tabel 3 Data ASN Biro Umum Tahun 2021 berdasarkan Jabatan Struktural

NO Tingkat Jabatan Jumlah
1. | Eselon I 1 Orang
2. | Eselonlll 3 Orang
3. | Eselon IV 9 Orang
4. | Pelaksana 133 Orang

Jumiah 146 Orang

Disamping itu, aspek internal yang dapat diidentifikasi sebagai kekuatan
adalahketersediaan dana yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan
perencanaan pembangunan daerah.BerdasarkanPeraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Nomor 11Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan elanja
Daerah Provinsi Sulawesi tengah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur
Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2021 tentang PenjabaranAnggaran
Pendapatan danBelanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022,
dana APBD dialokasikan pada Biro UmumSekretariat Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah sebesar Rp 75.894.200.927,00.

Kemudian PeraturanGubernur Nomor 17 Tahun 2022 TentangPerubahan
Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
dan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2021 Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 dan
PeraturanGubernurNomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2022, maka alokasi anggaran

pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berubah.
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Secara

umum pagu

anggaran

naik

sebesar

21,78%

atau

Rp16.528.191.304,00, sehingga total anggaran Biro Umum setelah perubahan

menjadi Rp 92.422.392.231,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4 Data Pagu Sebelum dan Setelah Perubahan APBD Biro Umum TA 2022

URAIAN SEBELUM SETELAH BERTAMBAH %
PERUBAHAN PERUBAHAN
Belanja Operasi 67.670.412.177.00 76.734.113.887,00 9.063.701.710,00 13,39%
- Belanja Pegawai 51.250.851.420,00 52.450.737.455,00 1.199.886.035,00 2,34%
- Belanja Barang dan jasa 16.419.560.757.00 24.283.376.432,00 7.863.815.675,00 | 47.89%
Belanja Modal 8.223.788.750.00 15.688.278.344.00 7.464.489.594,00 | 90,76%
- Belanja Modal Peralatan 7.683.788.750.00 14.630.420.344,00 6.946.631.594,00 | 90,40%
dan Mesin
- Belanja Modal Gedung 540.000.000.00 987.858.000,00 447.858.000,00 82,94%
dan Bangunan
- Belanja Modal Aset Tetap 0 70.000.000,00 70.000.000,00 0
Lainnya
Jumlah Belanja 75.894.200.927,00 92.422.392.231,00 | 16.528.191.304,00 | 21,78%

Secara garis besar belanja operasi kenaikan sebesar
Rp9.063.701.710,00 dan

Rp7.464.489.594,00. Kekuatan yang dimiliki untuk menunjang kegiatan dan

mengalami

belanja modal mengalami kenaikan Sebesar
pelaksanaan kinerja untuk pelayanan umum kedinasan dan pimpinan adalah
adanya dukungan pimpinan dan staf yang solid. Pimpinan memberikan respon
positif terhadap upaya atau langkah yang diambil di Bagian Rumah Tangga. Staf
yang solid menunjukkan loyalitas yang tinggi dan inisiatif serta kreativitas untuk
melakukan kerja sama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungs
ipelayanan kerumah tanggaan.

Adapun aspek internal yang dapat diidentifikasikan sebagai kelemahan
antara lain masih kurangnya personal ASN Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai bidang kerjanya.
Misalnya di Bagian Tata Usaha Sub Bagian Persuratan dan Arsip tidak dimiliki lagi
tenaga fungsional arsiparis.Kondisi ini menjadi kendala dalam penertiban arsip dan
dokumen untuk lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
Ketersediaan tenaga fungsional yang terbatas menyebabkan pelayanan jasa tidak
optimal.

Untuk urusan kerumahtanggaan kelemahan yang ditemukan adalah
terbatasnya staf yang terampil khususnya di bidang pekerjaan yang membutuhkan
kemampuan dan skill tertentu.Ketrampilan yang dipandang perlu adalah teknisi
perlengkapan kantor untuk kegiatan dan acara, pramusaji dan pramutamu.Di
bagian pemeliharaan sarana prasarana pun ditemukan adanya kelemahan
sumberdaya manusia, seperti penguasaan ketrampilan teknis untuk teknisi

listrik/genset, teknisi jaringan air, teknisi telephone dan operator.
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Selain kelemahan di bidang penguasaan ketrampilan juga kelemahan
pengembangan pribadi yang menyangkut disiplin, berdedikasi pelayanan prima,
etos kerja, etika dan estetika serta human relation.

Selain itu masalah yang menjadi kelemahan adalah terbatasnya sarana
dan prasarana yang dimiliki. Kelemahan ini menghambat pelayanan public dan
kerumahtanggaan.

2. Aspek Eksternal

Aspek eksternal yang dapat diidentifikasikan sebagai peluang antara lain
adanya kerjasama yang semakin sinergis antara OPD yang terkait dalam proses
pengadaan barang dan jasa pemerintah. Biro Pengadaan Barang dan Jasa telah
memberikan pelayanan terhadap pengelolaan pengadaan yang dilakukan oleh Biro
Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk urusan rumah tangga yang menjadi peluang adalah adanya
kepercayaan dari OPD lain untuk selalu melibatkan Biro Umum khususnya Bagian
RumahTangga sebagai event organizer pada kegiatan-kegiatan yang mereka
lakukan menyangkut kunjungan kerja tamu Pemda dan acara ceremonial lainnya.

Untuk peluang adalah perkembangan eknologi dan hasil industri yang
menyediakan berbagai sarana prasarana penunjang urusan kerumah tanggaan.

Sedangkan aspekeksternal yang dapat diidentifikasikan sebagai ancaman
antara lain adanya perubahanperaturanperundang-undangan mengenai
pengadaan barang dan jasa dan pengelolaankeuangan. Hal ini berpotensi
kurangnya pemahaman aparatur pengelola terhadap aturan yang digunakan dalam
proses pengelolaan barang dan jasa serta keuangan daerah.

Ancaman bagi urusan kerumahtanggaan adalah adanya perubahan jadwal
kegiatan yang tidak terduga, lemahnya komunikasi dan distribusi informasi yang
sering lambat.

Mengenai sarana dan prasarana diketahui sebagai ancaman, adalah
teknologi mesin hasil industry terbaru yang belum dikuasai pemanfaatannya dan
tidak memiliki petunjuk mannual di daerah.

1.3. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup

Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada aturan perundang-
undangan sebagai berikut:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja InstansiPemerintah
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
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Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuatas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

4, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

3. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
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BAB Il
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Biro Umum

Pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum, dilakukan berdasarkan
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Agar
pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut efektif, Biro Umum menyusun Perjanjian
Kinerja Tahun 2022 yang berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat
dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2021-2026.

a. Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-

2026

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026
menguraikan perencanaan jangka menengah Biro Umum untuk Tahun 2021-2026
yang merupakan perencanaan berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil
yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Termasuk di dalamnya adalah
strategi Biro Umum yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan
tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan
salah satu biro yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintah pada Sekretariat
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berfungsi sebagai pelaksana
pembangunan di bidang pengelolaan barang dan asset daerah serta urusan
administrasi umum.Untuk itu Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah mempunyai kewenangan dalam upaya pengelolaan barang dan asset
daerah serta urusan administrasi umum. Agar pengelolaan barang dan
administrasi umum yang terlaksana dapat mendukung pembangunan daerah
dengan terciptanya manajemen asset sebagai bagian dari kekayaan daerah serta
pengelolaan urusan umum bagi pelaksanaan pelayanan prima bagi masyarakat
maka Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dituntut agar
mampu meningkatkan kemampuan dalam pelayanan umum dan administrasi
kedinasan Pemerintah Daerah. Hal ini menjadi tuntutan dari perkembangan global
dan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Sebagai konsekuensilogis, maka
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah semakin dituntut
kinerjany adalam menyerap, menerjemahkan dan mengarahkanpotensi dan
memperbaiki kinerja sehingga tujuan pembangunan dapat terwujud sesuai
pengelolaan barang daerah dan urusan administrasi umum dapat memberikan

sumbangsih bagi terwujudnya cita-cita dan tujuan pembangunan daerah.
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Menyikapi adanya perkembangan dan tuntutan masyarakat maka Biro
Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai lembaga yang dapat
“dipercaya” kemampuannya dalam menerjemahkan cita-cita masyarakat untuk
mengaktualisasikan maupun  mengoptimalkan potensi daerah secara
berkesinambungan.

Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada unit satuan kerja dan
masyarakat khususnya dalam mewujudkan“Good Governance”, maka Biro Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Biro-Biro yang lain
berupaya mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yaitu
“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju’.

Di dalam proses mewujudkan visi tersebut, maka Biro Umum Sekretariat

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengemban misi yaitu:

Misi . Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum, dan
penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia
(HAM).

Tujuan Misi : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
(good and clean governance)

Sasaran Umum: Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas (Akuntabel,

Inovatif, Efisien danTransparan)

Dalam pelaksanaan pembangunan Biro Umum melaksanakan Unsur
Pendukung Urusan Pemerintahan, dengan mengemban 1 Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; terdiri dari 9 (Sembilan) kegiatan; serta 37
(tiga puluh tujuh) sub kegiatan.

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah:

a. Kegiatan Perencanaan Penganggaraan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
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4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/
Semesteran SKPD

7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

—

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
2. Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

b

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
e, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

—

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

5. Fasilitasi Kunjungan Tamu

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

Sub Kegiatan:

—

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional ataulLapangan

N

Pengadaan Meubel

w

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
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f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Meubel
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya
h. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

Sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran, diperlukan suatu strategi
yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.Kebijakan pada
dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang
berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam
pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya
kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran,tujuan, sertavisi dan misi

instansi pemerintah.
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Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah
menetapkan kebijakan dan strategi kebijakan sebagai berikut:

Kebijakan:

a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien.

b) Meningkatkan kemampuan sumberdaya aparatur penyelenggara
pemerintah daerah yang terlihat dari peningkatan kinerja dan disiplin

aparatur.

c) Terwujudnya partisipasi masyarakat  dalam mendukung

pembangunan daerah.

d) Meningkatkankualitas dan kuantitas produk hukum dan perundang-
undangan daerah, sosialisasi serta evaluasi produk hukum

masyarakat.

Strategi kebijakan:

a) Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait,
b) Penyiapan dokumen perencanaan dan anggaran tepat waktu,
c) Koordinasi aparatur dan penyiapan personal,

d) Optimalisasi sumber daya organisasi, melaksanakan pembinaan,

pengawasan dan pengendalian internal secara reguler.

2. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi
pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna
mencapai sasaran tertentu.

Selanjutnya program Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah berkaitan dengan kebijakan meliputi:

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien.

b. Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur penyelenggara
pemerintahan daerah.

c. Terwujudnya pengawasan dan akuntabilitas pemerintah serta penataan
kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi pemerintah yang semakin

meningkat.
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2.2. Perjanjian Kinerja Biro Umum Tahun 2022

Seiring perkembangan organisasi padaTahun 2022 Biro Umum Sekretariat
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan yang
terdiri dari 1 program, 9 kegiatan dan 37 sub kegiatan.Dokumen Rencana Kinerja
Tahunan disajikan dalam lampiran 3.

Menurut sasaran, program dan kegiatan tahun 2022, maka yang menjadi
program Biro Umum adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Provinsi dengan menjadi indikator program terlaksananya Administrasi
Perkantoran Yang Baik.

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan telah didokumenkan Perjanjian
Kinerja Tahun 2022. Biro Umum telah pula membuat Perjanjian Kinerja Tahun
2022, dengan indikator kinerja dan target tahunan yang mengacu pada Renstra
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026. Perjanjian Kinerja
Tahun 2022 untuk mencapai (Empat) sasaran dan 8 (delapan) indikator kinerja.
Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disajikan dalam Lampiran 4.Perjanjian
Kinerja Tahun 2022 tersebut dapat dilihat pada table 5 berikut:

19
Lagpenan Rinerja Bina Umam Setdapros, Sulawesi Tengak Takun 2022



Tabel 5 Formulir Perjanjian Kinerja Biro UmumTahun 2022

NO | SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. | Meningkatkan Reformasi Indeks Reformasi Birokrasi 60
Birokrasi
2. | Meningkatkan Nilai SAKIP Biro Umum 61.11
akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah
3. | Meningkatkan Pelayanan | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat 78
Kerumahtanggaan, 2. Persentase Pencapaian 70%
Administrasi keuangan Standarisasi sarana Prasarana
dan Aset, serta Tata Aparatur Pemda
Usaha Sekretariat 3. Persentase Layanan 100%
Administrasi Keuangan dan Aset
Sekretariat Daerah
4. Persentase Layanan 100%
Administrasi dan
Kerumahtanggaan Pimpinan
5. Persentase Laporan Keuangan 100%
dan Aset Sekretariat Daerah
4. | Meningkatkan Layanan Persentase Pelaksanaan Kegiatan 100%
Kedinasan dan Urusan Kedinasan dan Kerumahtanggaan
Kerumahtanggaan Gubernur, Wakil Gubernur dan
Gubernur, Wakil Gubernur | Sekretariat Daerah
dan Sekretaris Daerah
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2.3. Ikhtisar IKU Biro UmumTahun 2022

Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah ditetapkan 5 tahun sekali
untuk mengukur pencapaian dalam 1 periode 5 tahunan. IKU Biro Umum
ditetapkan pertama kali pada tahun 2008 dan telah mengalami beberapa kali
perubahan dan penyempurnaan.lKU Tahun 2022 ditetapkan dengan merujuk
kepada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2026, disajikan pada tabel 7 berikut.
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INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINS|I SULAWESI TENGAH

TAHUN 2021-2026

No.

Tujuan

Sasaran

Indikator Tujuan / Sasaran

Satuan

Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:

2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan |Meningkatkan Reformasi Birokrasi  |Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 62 64 66 68 70.50
Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, )
Dan Transparan) Nilai SAKIP Nilai 81 83 85 87 89
Indeks kepuasan mgsyarakat (IKM) Indeks 78 80 88,50 90 92
Meningkatkan akuntabilitas kinerja |persentase pencapaian standarisasi sarana Persen 70 | 72 73 74
Instansi Pemerintah prasarana aparatur pemda
Meningkatkan pelayanan kerumah |Persentase layanan administrasi keuangan Persen 100 100 100 100 100
tanggaan, administrasi keuangan dan Aset Setda
dan aset, serta tata usaha sekretariat
persentase layanan administrasi dan Persen 100 100 100 100 100
kerumahtanggaan pimpinan
Persentase laporan Keuangan dan Aset Persen 100 100 100 100 100
sekretariat daerah
Meningkatkan layanan kedinasan Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan | Persen 100 100 100 100 100
dan urusan kerumahtanggaan dan kerumahtanggaan Gubernur, Wakil
Gubernur, Wakil Gubernur dan Gubernur dan Sekretaris daerah
Sekretaris daerah

-Pembiria

“§ITi., M.Si
Tingkat |
Nip. 19660413 199803 1 003




BAB Il
CAPAIAN KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada laporan kinerja ini, dalam ikhtisar rmenjelaskan secara ringkas dan lengkap
tentang capaian kinerja yang di susun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.Dengan
Demikian laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan
fungsi yang di percayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah
pengukuran kinerja dan evaluasi Serta pengungkapan secara memadai hasil analisis
terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut
dimaksudkansebagaihasildarisuatupenilaian yang sistematik dan didasarkan pada
kelompok indicator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil,
manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja merupakan aktivitas pembandingan antara sesuatu dengan
alat ukurnya. Dalam hal ini proses pengukuran kinerja merupakan suatuproses
sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi.

Pengukuran kinerja dilingkungan instansi pemerintah dilakukan sesuai dengan
peran, tugas, dan fungsi masing-masing instansi pemerintah, sehingga dilakukan
secara berjenjang dari tingkatan unit kerja sampai pada tingkatan tertinggi organisasi
suatu instansi. Guna mengatasi berbagai kerumitan pengukuran diberbagai tingkatan
dan agregasinya, digunakan beberapa indicator kinerja utama (IKU) yang dipilih
diantara berbagai indikator yang paling dapat mewakili dan menggambarkan apa yang
diukur.

Guna mendapatkan hasil yang komprehensif, proses pengukuran kinerja selain
memuat analisis capaian kinerja juga dilengkapi dengan evaluasi atas hasil capaian
kinerja tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui progresss realisasi kinerja
yang dihasilkan maupun kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai
sasaran, serta menilai efisiensi, efektivitas, keekonomisan maupun perbedaan kinerja
(gap), sebagai umpan balik untuk mengetahui pencapaian implementasi perencanaan
strategis maupun perencanaan kinerja.

Untuk tahun 2022 Biro Umum dapat melakukan capaian kinerja sesuai dengan
Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:
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Sasaran strategis 1:

Meningkatkan pelayanan kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan
aset, serta tata usaha sekretariat
Indikator 1 presentase sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar.
Presentase sarana dan prasarana yang dapat diselenggarakan oleh Biro Umum
yang sesuai dengan standar daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana
Pemerintah Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah. Angka capaian
penyediaan kebutuhan sarana prasarana telah mencapai angka presentase
pemenuhan sebesar 90%. Sehingga di akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023
merupakan masa awal untuk pemenuhan sarana prasarana kerja pada gedung
baru.
Pencapaian kinerja pemenuhan sarana prasarana kerja diukur dengan
melakukan survey kepuasan masyarakat. Hasil survey yang dilaksanakan oleh
Biro Umum pada tahun 2022, bahwa layanan penyediaan sarana dan prasarana
dari sisi Persyaratan, Prosedur, Jangka Waktu, Tarif, Produk, Kompetensi,
Perilaku, Sapras, Pengaduan; memberikan hasil pengukuran penilaian dari
pemangkumanfaat sebagaimana pada table berikut:

Tabel 7 Nilai Persepsi, Interval IKM, Konversi IKM, MutuPelayanan dan Kinerja
Unit Pelayanan Biro UmumSekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2022
( UNSUR YANG DINILAI NILAI MUTU KINERJA
NILAI KONVERSI PELAYANAN UNIT
IKM IKM PELAYAN
AN
1 2 3 4 5
Sarana dan prasarana 3,14 78,44 B Baik

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa Sarana dan
prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu 2,90. Selanjutnya Produklayanan
yang mendapatkan nilai 3,00 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga Jangka
waktu pelayanan termasuk tiga unsur terendah dengannilai 3,0

Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu biaya/tarif
mendapatkan nilai tertinggi 3,53 dari unsur layanan,selanjutnya Perilaku
pelaksana mendapat nilai tertinggi kedua dengan nilai 3,2 serta pengaduan
mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,16.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui

berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang
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menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak

lanjut yaitu sebagai berikut :

s “Mengikuti prosedur pengelolaan perbekalan”

® “Menentukan jenis, kualitas dan kuantitas Sarana dan prasarana yang
diperlukan”.

® “Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana sehingga menimbulkan

rasa puas pada orang yang berkepentingan”.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat
digambarkan sebagai berikut :

. Waktu penyelesaian Pelayanan sarana prasarana mungkin masih
dirasakan lambat sehingga konsumen merasakan ketidaknyamanan terhadap
pelayanan tersebut,

o Petugas layananmungkin belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait
service excellent serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada
petugas yang berprestasi.

Dari hasil pengolahan data diketahui bahwa sarana dan prasarana dari sisi
Persyaratan, Prosedur, Jangka Waktu, Tarif, Produk, Kompetensi, Perilaku,

Sapras, Pengaduan mendapat nilai baik. Dengan nilai IKM sisi Persyaratan,

Prosedur, Jangka Waktu, Tarif, Produk, Kompetensi, Perilaku, Sapras,
Pengaduan IKM 3,14.
Pada pertanyaanterbuka, didapatkan kebutuhan ruang sesuai peringkat
kebutuhan sebagai berikut: (1) ruang penitipan anak dan ASI, (2) ruang tunggu,
(3) area khusus merokok, dan (4) pantry.

- Indikator 2 Persentase layanan Administrasi Keuangan dan Aset Setda.
Pada tahun 2022 berdasarkan rekapitulas di barang ke neraca, jumlah aset yang
dikelola oleh Biro Umum per 31 Desember 2022 mencapai
Rp292.732.750.010,20.Pada Tahun 2022 layanan administrasi keuangan dan
asset telah dapat dipenuhi 100% dengan adanya layanan verifikasi, pembukuan
dan pengendalian internal pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
selama satu tahun 2022. Persentase dokumen Keuangan dan Aset yang dapat
dikelola untuk diterbitkan dokumen keuangannya sesuai Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat Daerah TA 2022 sejumlah 100 persen dengan jumlah
dokumen sebanyak 483 dokumen pertanggungjawaban keuangan yang
terdiridari SPP, SPM dan SP2D.

- Indikator 3 Persentase layanan administrasi dan kerumahtanggaan pimpinan.
Pada tahun 2022 telah dapat mendistribusikan surat dan dokumen sejumlah
100% dengan rincian surat masuk Tahun 2022 berjumlah 3.079 Dokumen berkas
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dari seluruh kementrian/Lembaga baik pemerintah dan non pemerinta., surat
keluar bersumber dari Biro Umum sejumlah 3.410 Dokumen; dan surat lingkup
biro Sekretariat Daerah dan perangkat daerah berjumlah 3.631 Dokumen.
Pengukuran layanan administrasi dan kerumahtanggaan pimpinan dilaksanakan
terhadap semua layanan administrasi agenda kegiatan pemerintah daaerah dan
pimpinan terlaksana 100%.

Indikator 4 Persentase Laporan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah.

Dengan demikian persentase laporan Keuangan dan Aset yang harus dipenuhi
Sekretariat Daerah mencapai 100 Persen. Untuk Tahun 2022, pada pengelolaan
keuangan telah dipenuhi laporan yang harus disediakan oleh Biro Umum
mencakup:

1. Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Biro Umum (1 Dokumen)

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Umum (1 Dokumen)

3. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Biro Umum (1
Dokumen)

Laporan realisasi keuangan bulan Biro Umum (12 Laporan)

Laporan realisasi keuangan triwulanan Biro Umum (4 Laporan)

Laporan realisasi APBD Semester lI Biro Umum (1 Laporan)

N o o &

Laporan realisasi APBD Semester || Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng (1

Laporan)

8. Laporan realisasi APBD Semester | dan Prognosis 6 Bulan berikutnya/1Biro
Umum (1 Laporan)

9. Laporan realisasi APBD Semester | dan Prognosis 6 Bulan
berikutnya/1Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng (1 Laporan)

10.Laporan Keuangan Akhir Tahun/1Biro Umum (1 Laporan)

11.Laporan Keuangan Akhir Tahun/1Sekretariat/1Daerah Provinsi Sulteng (1
Laporan) |

12 SPP-SPM dan dokumen pelengkapnya yang dapat diterbitkan dan dikelola
(483/1berkas)

13.Laporan Pengendalian Internal terdiridari 1 laporanSistemPengendalian
Internal (SP!) daripengelola KDH, WKDH, TUP; dan masing-masing 1 laporan
SPI dari 9 Biro dalam satu tahun (144 laporan).

14.Laporan Pengendalian Internal Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng (1

Laporan).

Hal ini sesuai dengan hasil survey yang dilaksanakan oleh Biro Umum pada

tahun 2022, bahwa layanan pengelolaan keuangan dan aset lingkup Sekretariat.
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Sasaran strategis 2:

Meningkatkan layanan kedinasan dan urusan kerumahtanggaan Gubernur,

Wakil Gubernur dan Sekretaris daerah.

Indikator 1 Presentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah. Presentase pelaksanaan kegiatan kedinasan dan kerumahtanggan
Gubernur,Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah. Penyediaan layanan
administrasi pada ruang kerja dan rumah jabatan, penyediaan jasa layanan tamu
pada ruang kerja dan rumah jabatan, Gedung pogombo, ruang polibu termasuk
VIP Room Bandara ( terdiri dari tamu pemerintah baik yang berasal dari
pemerintah pusat dan Pemerintah lainnya serta tamu dari unsur masyarakat dan
pribadi), penyediaan kebutuhan rumah tangga, peralatan dan perlengkapan
rumah tangga (Logistik rumah tangga, peralatan rumah tangga, peralatan olah
raga dan dekorasi), penyediaan jasa layanan kegiatan (kegiatan yang melibatkan
organisasi dan unsur masyarakat), penyediaan jasa layanan kebersihan serta
penyediaan jasa pelaksanaan kegiatan pada rumah jabatan. Jumlah persentase
layanan administrasi dan kerumah tanggan telah dapat dipenuhi mencapai 100%.
Pengukuran dilaksanakan terhadap semua agenda kegiatan pemerintah daerah
dan pimpinan terlaksana 100%.

3.2. Capaian Kinerja Program Dan Kegiatan
a. Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan
Memperhatikan tingkat realisasi anggaran dan fisik dapat disajikan pada tabel
berikut:
Tabel 8 Realisasi Keuangan dan Fisik Biro Umum Setdaprov. Sulteng TA 2022
NO. JENIS BELANJA PAGU CAPAIAN KEUANGAN CAPAIAN
FISIK
1. Belanja Operasi 76.734.113.887,00 |  71.231.717.840.83 (92,83%) 100%
- Belanja Pegawai 52.450.737.455,00 | 49.863.179.478,00 (95,07%) 100%
- Belanja Barang dan Jasa 24.283.376.432,00 | 21.368.538.362,83 (88,00%) 100%
2. Belanja Modal 15.688.278.344.00 |  13.251.600.034.00 (84,47%) 100%
- Belanja Modal Peralatan dan
Mesin 14.630.420.344,00 12.198.315.034 (83,38%) 100%
- Belanja Modal Gedung dan
Bangunan 987.858.000,00 983.285.000,00 (99,54%) 100%
- Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya 70.000.000,00 70.000.000,00 (100,00) 100%
JUMLAH RATA-RATA 92.422.392.231,00 | 84.483.317.874.83 (91,41%) 100%
CAPAIAN
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Berdasarkan hasil capaian fisik dan keuangan maka capaian rata-rata fisik
mencapai 100%. Dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai mana

tabel maka kriteria penilaian realisasi kinerja lebih dari 90% maka Biro Umum untuk

Tahun Anggaran 2022 memperoleh kriteria Sangat Baik.
Tabel 9 Skala Nilai Peringkat Kinerja

/191= 100 /1Sangat Baik
2 | /17690 /1Tinggi
3 |/166=T75 /1Sedang
4 |/151<65 Rendah
5 |1=50 /1Sangat Rendah

Untuk efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran dilakukan pengukuran dengan
menggunakan analisa sebagai berikut:
» Analisis efektivitas dan efisiensi Keuangan

»  Analisis efektivitas

Penyerapan Anggaran :

RA
P =—x100%
PA
Keterangan :
P : Penyerapan anggaran
RA : Akumulasi realisasi anggaran seluruh satuan kerja
PA : Akumulasi pagu anggaran seluruh satuan kerja

=  Analisis Efisiensi ; ke i K ke i
Z(1~ il E Ll Lf)xloo%
E = = PAK keVTVK ket )
n

Berdasarkan analisis tersebut didapatkan nilai Efektivitas mencapai 99,99% dan
Efisiensi mencapai 0,01%.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana
Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakupi penilaian indicator kinerja sasaran
yang tertuang dalam formuli rPengukuran Kinerja (Form.PK)

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan
pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase
pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi

realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Presentase Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian = x100%
Rencana
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Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja
untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi Biro
Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan sebab—sebab tercapai dan
tidaknya kenerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasiatas pencapaian
kinerja sasaran serta indicator sasaran.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target
dengan realisasinya. Penilaian pencapaian indicator sasaran menggunakan Penetapan

Kinerja tahun 2022 yang diperbaharui sebagaimana dimuat dalam Bab |I.

b. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

Analisis capaian kinerja masing-masing sasaran diuraikan menurut indicator
kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebihlanjut
tentang pelaksanaan, permasalahan dan solusi terhadap permasalahan yang ada
untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Pengukuran kinerja ini mencakup: (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat
pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indicator
kinerja kegiatan dan (2) tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat
pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indicator sasaran yang
telah ditetapkan. Pengukuran tingkat sasaran didasarkan pada hasil pengukuran kinerja

kegiatan.

(1) Tingkat Pencapaian Target Kinerja Kegiatan
Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan visi dan misi instansi sebagaimana telah disebutkan dalam uraian
sebelumnya (Bab Il Rencana Kinerja 2022), Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah pada tahun 2022 melaksanakan 37 sub kegiatan dalam 9 (sembilan)
kegiatan, sebagaiberikut:
1.  Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1
subkegiatan);
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (6sub kegiatan);
KegiatanAdministrasiBarang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (3
subkegiatan);
KegiatanAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1sub kegiatan);
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (7sub kegiatan);
6. Kegiatan PengadaanBarang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintah
Daerah(3sub kegiatan).
7. Kegiatan Penyediaan Jasa PenunjangUrusanPemerintah Daerah (4 subkegiatan)
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8. Kegiatan PemeliharaanBarang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintahan
Daerah (7 subkegiatan)
9. Kegiatan FasilitasikerumahtanggaanSekretariat Daerah (3 sub kegiatan)

Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja kegiatan tahun 2022, Biro Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kinerja yang tinggi. Kinerja tinggi
dicapai dari 37 rencana sub kegiatan tersebut dapat direalisasikan.

Prosentase pencapaianrencana tingkatcapaian (target) dari masing-masing
kelompok indicator kegiatan yang mencapai rata-rata 100%. Indikator kinerja sub
kegiatan yang diukur terutama indikato rmasukan, keluaran dan hasil.

Dilihat dari sisi penggunaan masukan (pagu dana tersedia), Biro Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah cukup efisien. Untuk capaian belanja
operasi mencapai 92,83% sejumlah 71.231.717.840,83 realisasi dari total anggaran Rp
76.734.113.887,00 dan belanja modal dari target 15.688.278.344,00 terealisasi sebesar
13.251.600.034,00 sekitar 84,47%. Sekalipuntidakmenggunakananggaran 100%
namundapatmemenuhi target keluaran (output) sebesar100%. Komponen terbesar
yang menyebabkan adanya sisa anggaran adalah efisiensi belanja operasi.

Sedangkan untuk sisa anggaran belanja berasal dari belanja pegawai, belanja
modal dan belanja pemeliharaan. Sisa anggaran belanja pegawai dikarenakan
efektivitas penilaian jam kerja sedangkan untuk belanja pemeliharaan dan belanja
modal disebabkan adanya sisa negosiasi/tender/lelang. Selain itu, sisa anggaran pada
dan sisa belanja barang dan jasa yaitu selisih biaya jasa dengan satuan standar biaya
sehingga tidak memungkinkan untuk digunakan.

Dari pengukuran indicator hasil, ternyata keluaran kegiatan yang dilaksanakan
oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 dapat
berfungsi dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata pencapaian target hasil yang
mencapai100%. Dengan besarnya tingkat pencapaian target hasil ini, maka dapat
disimpulkan bahwa kualitas pencapaian sasaran Biro Umum Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan dengan baik.

Dalam hal ini, indikasi manfaat dan dampak, belum dapat diketahui dalam waktu
yang relative pendek, sehingga pada saat berakhirnya jangka waktu pelaksanaan
kegiatan belum dapat diukur. Oleh karena itu, manfaat dan dampak hanya sebatas
identifikasi.

Adapun hasil pengukuran kinerja melalui evaluasi kinerja satuan kerja perangkat
daerah dapat dilihat pada lampiran?.
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(2) Tingkat Pencapaian Sasaran
Dari hasil pengukuranpencapaian sasaran tahun 2022, Biro Umum Sekretariat
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kinerja yang tinggi. Sasaran yang ada, dapat

direalisasikan sesuai dengan rencana,yaitu sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatkan pelayanan kerumah tanggaan, administrasi
keuangan dan aset, serta tata usaha sekretariat daerah, dengan indikator
kinerja outcome yaitu

- Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. Anggaran
pada APBD semula Rp 3.596.168.595,00, setelah mengalami perubahan pada
APBDP menjadi Rp 2.546.685.600,00 terjadi pengurangan sebesar
Rp1.049.482.995,00. Dapat terealisasi keuangan sebesar Rp2.252.581.781,00
atau 88,45%.

- Persentase penyediaan jasa administrasi dan sarana prasarana layanan umum.
Anggaran pada APBD semula Rp2.708.923.361,00, setelah mengalami
perubahan pada APBDP menjadi Rp 5.490.518.613,00 terjadi penambahan
sebesar Rp2.781.595.252,00. Dapat terealisasi keuangansebesar
Rp4.939.526.808,00 atau 89,96%.

- Persentase penyediaan sarana (kendaraan, mebel dan mesin lainnya) aparatur.
Anggaran pada APBD semula Rp 5.914.978.275,00, setelah mengalami
perubahan pada APBDP menjadi Rp 9.476.423.275,00 terjadi penambahan
sebesar Rp3.561.445.000,00. Dapat terealisasi keuangan sebesar
Rp8.859.518.000,00 atau 93,49%.

- Persentase penyediaan jasa administrasi kepegawaian perangkat daerah.
Anggaran pada APBD semula Rp13.000.000,00, Dapat terealisasik euangan
sebesar Rp13.000.000,00 atau 100%.

- Persentase penyediaan jasa administrasi keuangan perangkat daerah. Anggaran
pada APBD semula Rp54.298.491.370,00, setelah mengalami perubahan pada
APBDP menjadi Rp55.858.264.405,00 terjadi penambahan sebesar Rp
1.5659.773.035,00. Dapat terealisasi keuangan sebesar Rp53.216.177.269,00
atau 95,27%.

- Persentase ketersediaan dan ketepatan waktu perencanaan, Penganggaran, dan
evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Anggaran pada APBD semula
Rp49.509.225,00, setelah mengalami perubahan pada APBDP menjadi
Rp109.133.975,00 terjadi penambahan sebesar Rp59.624.750,00. Dapat
terealisasi keuangan sebesar Rp99.398.700,00 atau 91,08%.
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- Persentase penyediaan fasilitas dan jasa layanan kerumahtanggaan KDH,
WKDH dan TUP. Anggaran pada APBD semula Rp 33.000.000,00, setelah
mengalami perubahan pada APBDP menjadi Rp 41.250.000,00 terjadi
penambahan sebesar Rp8.250.000,00. Dapat terealisasi keuangan sebesar
Rp20.109.925,00 atau 48,75%.

- Persentase penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat
daerah. Anggaran pada APBD semula Rp 7.840.034.982,00, setelah mengalami
perubahan pada APBDP menjadi Rp 11.396.709.982,00 terjadi penambahan
sebesar Rp 3.556.675.000,00. Dapat terealisasi keuangan sebesar Rp 10
.845.922.026,83 atau 95,17%.

- Persentase penyediaan asuransi BMD, administrasi barang milik daerah pada
perangkat daerah. Anggaran pada APBD semula Rp871.317.850,00, setelah
mengalami perubahan pada APBDP menjadi Rp 1.051.173.675,00 terjadi
penambahan sebesar Rp179.855.825,00. Dapat terealisasi keuangan sebesar
Rp 906.854.740,00 atau 86,27 %.

c. Capaian Program

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana telah diuraikan sebelumnya,
selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indicator kinerja kegiatan.
Evaluasi kinerja ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan
kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran. Dengan memperhatikan
jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah yang relative berbeda dari tahun ketahun, maka evaluasi kinerja dilakukan
terutama dengan pembandingan antara kinerja nyata dengan kinerja yang
direncanakan.Dalam hal ini evaluasi kinerja disertai dengan analisis efisiensi dan
efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan untuk mendapatkan gambaran tingkat efisiensi
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan memperhatikan nilai
output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Analisis efektivitas dilakukan
untuk mendapatkan gambaran tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat
atau dampak. Dari hasil evaluasi ini diharapkan dapat diketahui hal-hal yang
mendukung keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan guna
perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akandatang.

Adapun Kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang
ingin diwujudkan/dicapai dalam tahun 2022 tercermin dalam1 (satu) program an 9
(sembilan) kegiatan dengan hasil evaluasi sebagai berikut:

> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 9

Kegiatan dengan capaian realisai keuangan 91,41%.
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Dengan memperhatikan nilai output per unit yang dihasilkan oleh input pada
masing-masing indikator, maka pencapaian kegiatan relative efisien. Hal ini dapat dilihat
dari terpenuhinya/terealisasinya target kegiatan.

Pencapaian sasaran Melancarkan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi, dapat dikatakan cukupefektif. Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian
antara tujuan/sasaran dengan hasil, manfaat atau dampak dari 1program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan 9 (sembilan) kegiatan sebagai berikut:
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
(91,41%),

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (95,27%);

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (86,27 %);
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (100%);

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (84,65%);

o oA W N

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
(81,04%);

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (72,14%);
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah (95,17%);

9. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (48,75%).

Keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain karena kondisi faktor-faktor kunci
keberhasilan (critical success factors) sangat mendukung kelancaran pelaksanaan
kegiatan. Faktor-faktor kunci dimaksud adalah adanya pemahaman yang tinggi
(komitmen) terhadap tugas pokok dan fungsi aparatur Biro Umum Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah, serta kerja sama dengan pihak ketiga (swasta/konsultan
maupun lembaga pemerintah lainnya) yang terjalin dengan baik. Sehingga hal ini perlu
dipertahankan dan ditingkatkan guna pelaksanaan kegiatan di masa yang akandatang.

Dengan memperhatikan nilai keluaran per unit yang dihasilkan oleh masukan pada
masing-masing indikator, maka pencapaian kegiatan relative efisien. Hal ini dapat dilihat
dari terealisasinya semua target kegiatan.

Adapun hasil evaluasi kinerja operasional dilihat pada lampiran 8.

3.3. Analisa Capaian Kinerja
Untuk mengetahui capaian kinerja Tahun 2022, maka dilakukan analisa
perbandingan kinerja organisasi dengan capaian kinerja sebelumnya, sebagai berikut:
1. Perbandingan capaian tahun 2021.
Pencapaian kinerja berdasarkan capaian program diketahui pada Tahun
2021 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi mencapai

capaian kinerja 90,14%.
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2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir Renstra.
Untuk perbandingan capaian tahun 2021 dengan target akhir renstra
dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabe 10 Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai Tahun 2022

dengan Target Akhir Renstra

NO SASARAN INDIKATOR CAPAIAN | CAPAIAN TARGET
STRATEGIS KINERJA 2021 2022 AKHIR
RENSTRA
1. Meningkatkan Prosentase 100% 100% 100%
akuntabilitas ketersediaan
kinerja Instansi dan ketepatan
Pemerintah waktu
perencanaan
dan pelaporan
capaian kinerja
perangkat
daerah
2. Meningkatkan Prosentase 100% 100% 100%
layanan kedinasan | penyediaan jasa
dan urusan | administrasi,
kerumahtanggaan | pelayanan umum
Gubernur, Wakil | dan pelaporan
Gubernur dan | keuangan
Sekretaris daerah | perangkat daerah

Analisis masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Keberhasilan capaian tahun 2021 tersebut dapat terwujud karena adanya
berbagai macam hal yang mendukung. Dilihat dari faktor-faktor penentu keberhasilan,
makadukungan utama terhadap keberhasilan pencapaian sasaran tersebut antara lain
adanya komitmen yang tinggi dari aparatur Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi
Sulawesi Tengah. Tingginya komitmen tersebut dilator belakangi oleh pemahaman
persepsi terhadap tupoksi dan kualitas SDM yang relative tinggi. Faktor penentu
keberhasilan lainnya antara lain adanya kerja sama dengan pihak ke 3
(swasta/konsultan/OPD terkait lainnya), yang semakin sinergis. Hal ini perlu
dipertahankan dan ditingkatkan untuk peningkatan kinerja instansi pada masa yang

akan datang.

Strategi Pemecahan Masalah
Adapun permasalahan yang diidentifikasi dalam pencapaian sasaran Biro Umum
Sekretariat DearahPropinsi Sulawesi Tengah antara lain:
- Permasalahan dalam pekerjaan dan pengadaan bangunan fisika dalah :
Pergeseran anggaran dan pengurangan anggaran.
2. Pekerjaan fisik membutuhkan waktu pekerjaan yang berpengaruh terhadap

kualitas hasil pekerjaan.
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3. Pekerjaan fisik sebagai pekerjaan pembangunan bangunan dan gedung
membutuhkan dana yang besar sehingga dalam proses pengadaan barang dan
jasa melalui proses administrasi lelang/tender yang memerlukan waktu yang
lama dan dokumen yang lengkap. Sehingga proses tender/lelang waktu
berpengaruh terhadap waktu pekerjaan fisik.

Strategi pemecahan adalah:

1. Perubahan dan pengurangan anggaran merupakan kendala ekstrinsik (berasal
dari luar organisasi) yang tidak dapat dihindari.

2. Melakukan perencanaan untuk tahun 2022 lebih akurat dan memperhatikan
kemampuan, waktu yang tersedia dan keberlanjutan pekerjaan pada masa
berikutnya.

3. Melakukan proses administrasi dan tahapan kegiatan lebih awal sehingga tidak
mempengaruhi pekerjaan operasional di lapangan.

4. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait dan Biro PengadaanBarang dan
Jasa Setdaprov. Sulawesi Tengahsehingga proses administrasi dan tahapan
kegiatan lebih awal sehingga tidak mempengaruhi pekerjaan operasional di
lapangan.

5. Lebih mempercepat tahapan awal pekerjaan dan menganggarkan kegiatan fisik
yang besar secara bertahap pada setiap tahun anggaran berkenaan.

- Permasalahan urusan kerumah tanggaan adalah:
Kelebihan personal dibandingkan dengan volume tugas yang ada.
2. Kurangnya tenaga terampil yang memiliki personality yang dibutuhkan dalam
melakukan tugas-tugas yang sesuai dengan bidang tugas kerumahtanggaan.
3. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan.

Strategi pemecahan adalah:

1. Melakukanpendataan dan penilaian kembali terhadap keahlian/ketrampilan
pegawai/personal yang dibutuhkan disesuaikan dengan bidang tugas
kerumahtanggaan.

2. Mengusulkan mutasi pegawai/personal yang berdasarkan penilaian tidak sesuai
dengan bidang tugas kerumahtanggaan.

3. Melakukan pembinaan internal.

Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat, workshop, studi banding atau
kegiatan lain yang bersifat peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM.

5. Mengevaluasi kelayakan sarana prasarana pelayanan kerumahtanggaan yang
telah ada.
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6. Mengusulkan secara bertahap kebutuhan sarana dan prasarana yang

dibutuhkan sesuai dengan kemampuan pemerintah.

- Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah:
1. Terbatasnya jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi dan kemampuan
pengadaan barang dan jasa.
Keterlambatan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
3. Keterlambatan Penyusunan Kerangka AcuanKerja (KAK) Pengadaan
Barang/Jasa dikarenakan lemahnya pemahaman aparatur pengelola Kegiatan
dalam memahami proses pengadaanbarang/jasa.

Strategi pemecahan adalah:
Mengikutsertakan aparatur pada diklat dan ujiansertifikasi nasional.
2. Meningkatkan koordinasi dan mempercepat proses pelayanan.

Meningkatkan pelayanan dan menerapkanStandar Pelayanan Minimal.

Meskipun pada tahun 2022, memperlihatkan capaian kinerja yang telah baik,
namun disadari bahwa pada tahun-tahunyang akan datang akan sangat dipengaruhi
dengan perkembangan dan dinamika organisasi. Dengan demikian dipandang periu
untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sasaran-sasaran, strategi, kebijakan,
progam dan kegiatan sehingga Biro Umum dapat lebih akomodatif terhadap perubahan
dan dinamika daerah yang terjadi di tahun berikutnya. Dengan upaya pengembangan
dan peningkatan yang dilakukansecara bertahap diharapkan sasaran-sasaran kinerja

Biro Umum dapat bermanfaat bagi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

3.4. Realisasi Anggaran

Jumlah alokasi dana tahun anggaran 2022 untuk Biro Umum Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah yang bersumber dari Dana APBD sesuai Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan
Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran
2022 adalah sebesar Rp 75.894.200.927,00 yang terdiri dari :

1. Dana Belanja Operasi Rp 67.670.412.177,00
- Belanja Pegawai Rp 51.250.851.420,00
- Belanja Barang dan Jasa Rp 16.419.560.757,00

2. Dana Belanja Modal Rp 8.223.788.750,00

- Belanja Modal Perlatan dan Mesin Rp 7.683.788.750,00

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 540.000.000,00
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- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp O
3. Total(1+2) Rp 75.894.200.927,00

(Terbilang: Tujuh Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta
Dua Ratus Ribu Sembilan Ratus Dua puluh Tujuh Rupiah )

Pada akhir tahun anggaran mengalami perubahan anggaran berdasarkan
Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Gubernur Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran/12022, maka alokasi anggaran pada Biro Umum
Sekretariat .Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berubah menjadi Rp 92.422.392.231,00
dengan perincian sebagai berikut:

1. Dana Belanja Operasi Rp 76.734.113.887,00
- Belanja Pegawai Rp 52.450.737.455,00
- Belanja Barang dan Jasa Rp 24.283.376.432,00
2./1Dana Belanja Modal Rp 15.688.278.344,00

- Belanja Modal Perlatan dan Mesin Rp 14.630.420.344,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 987.858.000,00
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp 70.000.000,00

3. Total(1+2) Rp 92.422.392.231,00

(Terbilang: Sembilan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga
Ratus Sembilan puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah )

Dengan rincian realisasi sebagai berikut:

1. Dana Belanja Operasi Rp 71.231.717.840,83
- Belanja Pegawai Rp 49.863.179.478,00
- Belanja Barang dan Jasa Rp 21.368.538.362.,83

2./1Dana Belanja Modal Rp 13.251.600.034,00
- Belanja Modal Perlatan dan Mesin Rp 12.198.315.034,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 983.285.000,00
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp 70.000.000,00

3. Total(1+2) Rp 84.483.317.874,83

(Terbilang: Delapan Puluh Empat Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta
Tiga Ratus Tujuh Belas ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Koma Delapan
Puluh Tiga Rupiah)
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Dengan demikian terdapat sisa pagu sebesar Rp. 7.939.074.356,17 jadi prosentase
realisasi keuangan adalah 91,41% dan fisik sebesar 100%. Hal ini menunjukkan adanya

efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan sebesar 8,59%.

Alokasi dana tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dengan
kegiatan-kegiatannya sebagaiberikut:

1. Belanja Operasi
Belanja operasi digunakan untuk membayar belanja pegawai dan belanja barang
dan jasa pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Jumlah alokasi dana
Belanja Operasi sebesar Rp 76.734.113.887,00 dengan realisasi sebesar Rp
71.231.717.840,83 atau realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 92,83% terjadi

efisiensi anggaran 7,17%

2. BelanjaModal
Untuk Belanja Modal digunakan untuk membayar Belanja Modal Perlatan dan
Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Jumlah alokasi dana Belanja Modal
sebesar Rp 15.688.278.344,00 dengan realisasi sebesar Rp 13.251.600.034,00 atau
realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 84,47% terjadi efisiensi anggaran 15,53%.
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BAB IV
PENUTUP

Secara umum Tahun 2022, Biro Umum mencapai realisasi keuangan
sebesar 91,41% dan capaian kinerja sebesar 100%. Dalam melaksanakan tujuan,
program, sasaran dan Kegiatan berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan dan
Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Biro Umum menghadapi beberapa kendala. Untuk
mencapai kinerja yang lebih baik di tahun mendatang, maka kendala tersebut periu
diatasi dengan menyiapkan rencana dan solusi penyelesaian dengan
mempertimbangkan arah kebijakan serta strategi sesuai Renstra Sekretariat
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026. Rencana tersebut tidak dapat
dilakukan oleh Biro Umum sendiritapi juga membutuhkan dukungan dan
kooordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah.

A. Pengaruh Kinerja
Pada tahun 2022 Biro Umum berupaya mewujudkan sasaran strategis
yang dipengaruhi oleh komitmen Biro Umum dalam meningkatkan kualitas kinerja
melalui penyempurnaan sasaran strategis, kebijakan, program, kegiatan, indicator
kerja dan IKU dalam kurun waktu 2021-2026 sesuai Renstra Sekretariat Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah, RKT, PK dan IKU Biro Umum.

Adapun kondisi dan situasi yang berpengaruh pada sasaran strategis
adalah:

1. Peranan Biro Umum dalam pemberian dukungan layanan teknis dan
administrasi di bidang ketatausahaan, pengelolaan keuangan OPD,
pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana kerja, serta kerumahtanggaan
di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Bentuk peranan Biro Umum yang mencakup ketatausahaan, administrasi
keuangan dan aset, penyediaan sarana/prasarana kerja serta
kerumahtanggaan berpengaruh pada meningkatnya kebutuhan sarana dan
prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

B. Kendala
Capaian kinerja belum mencapai target maksimal target yang ditetapkan
dalam pengukuran tingkat capaian sasaran strategis disebabkan adanya kendala

umum sebagai berikut:

41
Laporan Rinerja Bino Umum Setdapros. Salawes Tengab Tatiun 2028




Lemahnya kualitas sumber daya manusia yang menjadi pelaksana utama
program dan kegiatan. Hal ini disebabkan pencapaian program peningkatan
kualitas sumber daya manusia(capacity building) setiap tahunnya belum
sebanding dengan jumlah aparatur yang ada. Jumlah anggaran yang
terbatas menyebabkan peningkatan kualitas sumber daya aparatur setiap
tahun masih minim sehingga tidak dapat memenuhi dinamika perkembangan
kebutuhan organisasi.

Meskipun Biro Umum telah memiliki standar operasional prosedur namun
belum teruji penerapannya, sehingga berpengaruh terhadap standar
pemberian layanan kepada unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah
Provinsi.

Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi belum dapat mengimbangi perkembangan
kebutuhan layanan publik.

C. Upaya Mengatasi Kendala

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dengan menerapkan strategi

sebagai berikut:

1.

Mengupayakan peningkatan kualitas (capacity building) dan kuantitas
sumberdaya manusia yang berkelanjutan.

Menyusun, menguji dan melaksanakan standar pelayanan sesuai dengan
tugas dan fungsi organisasi.

Menyusun, menguji dan melaksanakan standar operasional prosedur yang
sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Mengupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi secara bertahap sesuai
kemampuan dan standar daerah.

Mendorong daya kreativitas dan inovasi untuk meningkatkan kinerja yang
lebih efektif dan efisien.
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LAMPIRAN




INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINS|I SULAWESI TENGAH

TAHUN 2021-2026

No.

Tujuan

Sasaran

Indikator Tujuan / Sasaran

Satuan

Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:

2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan |Meningkatkan Reformasi Birokrasi  |Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 62 64 66 68 70.50
Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, )
Dan Transparan) Nilai SAKIP Nilai 81 83 85 87 89
Indeks kepuasan mgsyarakat (IKM) Indeks 78 80 88,50 90 92
Meningkatkan akuntabilitas kinerja |persentase pencapaian standarisasi sarana Persen 70 | 72 73 74
Instansi Pemerintah prasarana aparatur pemda
Meningkatkan pelayanan kerumah |Persentase layanan administrasi keuangan Persen 100 100 100 100 100
tanggaan, administrasi keuangan dan Aset Setda
dan aset, serta tata usaha sekretariat
persentase layanan administrasi dan Persen 100 100 100 100 100
kerumahtanggaan pimpinan
Persentase laporan Keuangan dan Aset Persen 100 100 100 100 100
sekretariat daerah
Meningkatkan layanan kedinasan Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan | Persen 100 100 100 100 100
dan urusan kerumahtanggaan dan kerumahtanggaan Gubernur, Wakil
Gubernur, Wakil Gubernur dan Gubernur dan Sekretaris daerah
Sekretaris daerah

-Pembiria

“§ITi., M.Si
Tingkat |
Nip. 19660413 199803 1 003




PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangks mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dar
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini-

Nama Dr. SUANDI, 8.Ti., M.Si
Jabatan  KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH

Selanjutnya disebut pihak periama

Nama . H. RUSDI MASTURA
Jabatan . GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, seianjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanii akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pinak kedua akan memberikan supervisi yang diperiukan serta akan meiakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perianjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Maret 2022

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

GUBERNUR SULAWESI TENGAH MUM SEKRETARIAT

VNG| SULAWES! TENGAH

et O
- H. RUSDI MASTURA gy




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGAH

NG

4

SASARAN STRATEGIS {NDIKATOR KINERIA TARGET
] '
L 2 ] 3 P8
1| Meningkatkan Reformasi Birokrasi indeks Reformasi Birokrasi |80
: % i
2| Meningkatkan akuntabilitas kinarja instansi ‘ Nilai SAKIP Bira Umum o611l
| Pemerintah !
3 Meningkatkan Pelayanan Kerumahtanggaan, indeks Kepuasan Masvarakat [IKM) |78
(Administrasi Keuangan dan Aset, serta Tata Usshs A - i
| i Persentase Pencapaian Standarisasi Sarana Prasarana ] 70 %
{Sekretariat i
i Aparatur Pemda
Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Aset i 100 %
; Sekretariat Daerah
Persentase layanan Administrasi dan Kerumahtanggaan ‘ 00 %
Pimpiran f
i Persentase Laporan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah PiCC % |
; {
dfMeniagiﬁtiaﬁ Layanan Kedinasan dan Urusan Persertase Pelaksaraan Kegiator Kedinasan dan _ 140

i
|
(Kerumahtanggaan Gubernur, Wakil Gubernur dan !
‘Sekretaris Daerah i

Kerumabtanggaan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretariat
Daerab

Program

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi (KDH)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daeran Provinst (WKDH)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerzh Provinsi (TUP}

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi {(BIRC UMUM)

Jumiah Anggaran

H. RUSDY MASTURA

Anggaran Ketrerangan
Rp 8,352,347,987.00 APBD
Rp 4,813,200,000.00 APBD
Rp 7,741,249,856.00 APBD
fp 73,894,200,927.00 APBD
Hp 96,800,998,770.00
Ea,;gb‘ N Maret 2022

a/,’




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . WARHAM LUMBENGI, SE., MM
Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Dr. SUANDI, S.Ti., M.Si
Jabatan . KEPALA BIRO UMUM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 7 Maret 2022

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN UMUM

\ o\ ‘
’L\n\r Ti., M.Si ARHAM LUMBENGI, SE., MM
N Pembina

Nip:“fg6B0413 199803 1 003 NIP. 19710228 200212 1 005




PERJANJIAN KINERJA

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! SULAWES! TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2022
SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET
2 3 4
i % : Yang Bak Perserase leriaksananya adminstras: perkantoran yang baik o Bagan Tata 100 %
Usaha
i
Program Anggaran Keterangan
Brogram Penuniang Linisan Pemenntahan Daerah Provinsi {Biro Umum) Rp APBD
Rp 10.864.740.275,00

Paiu, 7 Maret 2022
KEPALA BAGIAN TATA USAHA

AM LUMBENGI, SE., MM
Pembina
NIP. 19710228 200212 1 005




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Dra. Hj. ROSMI
Jabatan : KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Dr. SUANDI, S.Ti,, M.Si
Jabatan . KEPALA BIRO UMUM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 7 Maret 2022

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
~KEPALA BIRO UMUM KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
SETD}}PRQV SULAWESI TENGAH KEUANG?N AN ASET
/A % /j rd
Dra. Hj. ROSMI

$q Pembina Tingkat |
th 1@3&@4’?3 199803 1 003 NIP. 19660101 198603 2 022




PERJANJIAN KINERIA
BIRO UMUM SEXRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2022

TARGET
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KINERJA

1 2 3 4

1 |Terlak ya Admini i Perk: Yang Baik Perseriase ledaxsananya adnwislras) perkanioran yang bam ¢i Bagan %00 %

Administrasi Kevangar dan Aset
Program Anggaran Keterangan
Program Penuniang Urusan Pemenndanan Daeran Provins: (Biro Umnomy Rp 63845 325652 APBi
Jumiah Anggaran Rp 63.945.325.652,00
Pah, 7 Maer 2022
KEPALA BAGIAN ADMINI KEUANGAN DAN ASSET
BIRO UMUM SETD. [SULAWES! TENGAH

Pembina Tingkat |
NiP. 19660101 198603 2 022




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama : AGUNG JERMIA, SH
Jabatan : KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Dr. SUANDI, S.Ti., M.Si
Jabatan : KEPALA BIRO UMUM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Mei 2022
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA

NIP. 19830898 200902 1 002




PERJANJIAN KINERJA
BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! SULAWES! TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2022
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET
1 2 3 4
1 |Teriak ya Admini Pert Yang Baik - P y perxanioran yang bask ¢i Bagian 100 %
Rumah Tangga KDH WKDH dan TUP
Program Anggaran Keterangan

Program Penunjang Urusan Pemenntahan Daerah Prowinsi (KDH) Rp 8353137 831.00 APED
¢ Program Penunjang Urusan Py Daerah Provinsi {WKDH)} Rp 4813 200 00000 APED
3 Program Penunjang Urusan Pemenntahan Daerah Prownsi {TUP) Rp 7741 249 856 00 APRD
4 Program Penunjang Urusan Pemerintaban Daerah Provinsi (Biro Umum) Rp 1 (84 135 00000 APED

Jumiah Anggaran Rp 21.991.732.787,00
- Palu, 13 Mei 2022
KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA

AGUNG JERMIA, SH




SULAWESI TENGAH
*

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama . SITTI NURYANI, S.Sos
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN AKUNTASI DAN PENATAUSAHAAN ASET

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Hj. ROSMI
Jabatan : KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Juni 2022

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KEPALA SUB BAGIAN AKUNTASI
KEUAN DAN ASET DAN PENATAUSAHAAN ASET
Dra. Hj. ROSMI SITTI NURYANI, S.Sos
Pembina Tingkat | Penata

NIP. 19660101 198603 2 022 NIP. 19740616 199803 2 010



PERJANJIAN KINERJA
BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2022
NO SASARAN INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
1 |Kegiatan
Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen
Sub Kegiatan
- Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumiah kegiatan dan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan
- Terlaksananya Koordinasi dan Akuntansi SKPD Jumlah kegiatan dan laporan koordinasi dan akuntansi SKPD 1 Laporan
2 |Kegiatan
Prosentase Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 100 Persen
Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Daerah
Sub Kegiatan
- Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumiah laporan kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan
- Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Jumlah kegiatan rekonsiliasi dan laporan BMD pada SKPD 1 Laporan
Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 29.250.000,00 APBD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp 14.750.000,00 APBD
2 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 123.520.000,00 APBD
- Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Rp 12.000.000,00 APBD
Jumiah Anggaran Rp 179.520.000,00

KEPALA BAGIAN ADMIISY
BIRO UMUM SETDAP

RASI KEUANGAN DAN ASSET
. SULAWESI TENGAH

Dra Hj. ROSMI
Pembina Tingkat |
NIP. 19660101 198603 2 022

Palu, Juni 2022

KEPALA SUB BAGIAN AKUNTANSI DAN PENATAUSAHAAN ASET
SULAWESI TENGAH

BIRO UMUM SETDAP!

NIP. 19740616 199803 2 010




SULAWESI TENGAH

*

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . ULFA, S.Kom., M.Si
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN VERIFIKASI
SEKRETARIAT DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Dra. Hj. ROSMI
Jabatan : KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Juni 2022

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
KEUANGAN DAN ASET DAN VERIFIKAS|I SEKRETARIAT
DAERAH
—
Dra. Hj. ROSMI ULFA, S.Kom., M.Si
Pembina Tingkat | Penata Tingkat |

NIP. 19660101 198603 2 022 NIP. 19810921 200502 2 003



PERJANJIAN KINERJA

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2022
NO SASARAN INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
1 |Kegiatan
Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen
Sub Kegiatan

- Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat Daerah Jumiah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat Daerah 458 ASN

- Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Biro Umum Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 205 Orang

- Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumiah kegiatan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 tahun

- Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Jumiah laporan Koordinasi dan Laporan Keuangan 32 Laporan

SKPD Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- Tersedianya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumiah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Laporan
Sub Kegiatan Anggaran Keterangan

1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 50.919.911.420,00 APBD

- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp 3.250.956.000,00 APBD

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 52.098.950,00 APBD

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Rp 20.025.000,00 APBD

- Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Rp 11.500.000,00 APBD

Jumiah Anggaran Rp 54.254.491.370,00
Palu, Maret 2022
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASSET KEPALA SUB BAGIAN PEMBUKUAN DAN VERIFIKASI

BIRO UMUM SETDRAP|

Dra. Hj. ROSMI
Pembina Tingkat |
NIP. 19660101 198603 2 022

. SULAWESI TENGAH

BIRO UMUM SETDAPRRV. SULAWESI TENGAH

ULFA, S.Kom.M.Si
Penata Tingkat |
NIP. 19810921 200502 2 003




SULAWESI TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . MUZAKIR, S.Sos
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN KENDARAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . WARHAM LUMBENGI, SE., MM
Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Juni 2022
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN TATA USAHA KEPALA SUB BAGIAN
PENGELOLAAN KENDARAAN

-

WARHAM LUMBENGI, SE., MM MUZAKIR, S.Sos
Pembina Penata Muda Tingkat |
NIP. 19710228 200212 1 005 NIP. 19771231 2009 01 1 017



PERJANJIAN KINERJA

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWES! TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2022
NO SASARAN INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
1 |Kegiatan
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat 100 Persen
Pemerintah Daerah daerah
Sub Kegiatan
- Terlaksananya Jasa Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Jumlah penyediaan JJasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan| 17 Unit
Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang meningkatkan masa pakai
meningkatkan masa pakai kendaraan kendaraan
- Terlaksananya Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Jumiah Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 87 Unit
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang meningkatkan masa pakai
meningkatkan masa pakai kendaraan kendaraan
Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Rp 986.900.000,00 APBD
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Rp 689.970.000,00 APBD
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
Jumlah Anggaran Rp 1.676.870.000,00
Palu, Maret 2022
KEPALA BAGIAN TATA USAHA KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN KENDARAAN

BIRO UMUM SETDAPROV. SULAWESI TENGAH

D\ILUMBENGI, SE., MM

Pembina
NIP. 19710228 200212 1 005

BIRO UMUM SETDAPROV. SULAWESI TENGAH

Penata Muda Tingkat |
NIP. 19771231 2009 01 1 017




SULAWESI TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . WARNA, S.Sos., M.AP
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERSURATAN DAN ARSIP

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . WARHAM LUMBENGI, SE., MM
Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Juni 2022
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN TATA USAHA KEPALA SUB BAGIAN
PERSURATAN DAN ARSIP

e

WARHAM LUMBENGI, SE., MM WARNA, S.Sos., MAA.P
Pembina Pembina
NIP. 19710228 200212 1 005 NIP. 19670601 199401 1 003



PERJANJIAN KINERJA

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
1 2 3 4
1 Kegiatan
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penyediaan jasa administrasi dan sarana prasarana layanan umum 100 Persen
perangkat daerah
Sub Kegiatan
- Tersedianya layanan Penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah Jumlah penyediaan layanan penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah 2 Kegiatan
2 |Kegiatan
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen
Sub Kegiatan
- Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat untuk kebutuhan Presentase distribusi surat di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi 100 Persen
perangkat daerah Tengah
Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Rp 34.050.000,00 APBD
- Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
2 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 20.219.925,00 APBD
Jumiah Anggaran Rp 54.269.925,00
Palu, Juni 2022
KEPALA BAGIAN TATA USAHA KEPALA SUB BAGIAN PERSURATAN DAN ARSIP

AM LUMBENGI, SE., MM
Pembina
NIP. 19710228 200212 1 005

. SULAWESI TENGAH

WARNA, S.Sos., M.A.P
Pembina
NIP. 19670601 199401 1 003




SULAWESI TENGAH
*

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama - IWAN, S.Kom., M.Si
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN STAF AHLI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . WARHAM LUMBENGI, SE., MM
Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Juni 2022
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN TATA USAHA KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
PIMPINAN DAN STAF AHLI

WARHAM LUMBENGI, SE., MM | , S.Kom., M.Si
Pembina Penata
NIP. 19710228 200212 1 005 NIP. 19751223 200701 1 016



PERJANJIAN KINERJA

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2022
NO SASARAN INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
1 |Kegiatan
Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Persentase ketersediaan dan ketepatan waktu perencanaan dan pelaporan capaian | 100 Persen
Daerah Tepat Waktu kinerja perangkat daerah
Sub Kegiatan
- Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah yang tepat waktu Jumiah penyediaan dokumen RKA, DPA, DPPA, LAKIN, RENJA, RKT, Dokumen 8 Dokumen
SAKIP dan dokumen kelengkapan perangkat daerah lainnya
2 |Kegiatan
Terlaksananya penyediaan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase penyediaan jasa administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 Persen
Daerah yang tepat waktu
Sub Kegiatan
- Keikutsertaan ASN pada Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Jumiah ASN yang dapat mengikuti BIMTEK 135 Orang
Peraturan Perundang-Undangan
3 [Kegiatan
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penyediaan jasa administrasi dan sarana prasarana layanan umum 100 Persen
perangkat daerah
Sub Kegiatan
- Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7 Paket
representatif
- Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kebutuhan Kantor Jumiah paket jenis penyediaan peralatan rumah tangga 9 Paket
dan rumah Jabatan Pimpinan yang sesuai standar Sapras
- Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kebutuhan Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3 Paket
Kantor yang representatif
- Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumiah penyediaan jasa rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi 3 Kegiatan
4 |Kegiatan
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase penyediaan sarana aparatur (kendaraan dan mesin lainnya) 100 Persen
Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan
- Terlaksananya pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional kegiatan Setdaprov. Sulteng yang tersedia 4 Unit
kebutuhan Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng
- Terlaksananya Pengadaan Mebe! Kebutuhan Kantor dan Rumah Jabatan Jumiah pengadaan mebeuler kebutuhan kantor dan rumah jabatan 7 Paket
Pimpinan yang sesuai standar Sapras
- Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kebutuhan Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kebutuhan Kantor dan Rumah 9 Paket
dan Rumah Jabatan yang sesuai Standar sapras Jabatan yang sesuai Standar sapras
5 |Kegiatan
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen
Sub Kegiatan
- Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk pelayanan Jumlah penyediaan jasa pelayananan umum kantor 3 kegiatan

prima




Sub Kegiatan

1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan

3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4  Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

- S